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KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sebagai salah satu Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan berkewajiban
untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ke depan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan menyusun Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2018-2023, yang merumuskan tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima

tahun ke depan.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan ini selain untuk memberikan
informasi kepada berbagai pihak terkait tentang program kegiatan yang akan
dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Magetan lima tahun ke depan juga
diharapkan dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Magetan yang pada akhirnya diharapkan dapat
menunjang tercapainya visi Kabupaten Magetan yaitu mewujudkan kesejahteraan

masyarakat Magetan yang adil, mandiri, dan bermartabat.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah
membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini. Kami
menyadari dokumen Revisi Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna,
oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang
berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun

dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Magetan, 2 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
AN AR AN SATU PINTU
ETAN

JS.Sos, M.Si

k‘;:é/nbina Tingkat I
NIP. 19671224 198809 2 001
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka
pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan

kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan

wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2019 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan Perangkat Daerah
dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang
dinamakan Rencana Strategis (Renstra)Perangkat Daerah, sebagai langkah
strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkandalam
perencanaan jangka menengah. RenstraPerangkat Daerahmemuat tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat
indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan.Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan
yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat
Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) yang menjadi satu  kesatuan  untukmendukung

pencapaian visi dan misi daerah.
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Kualitas dokumen Renstrasangat ditentukan oleh kualitas program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra Perangkat
Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerahdalam menyusun,
mengorganisasikan,mengimplementasikan, mengendalikan dan

mengevaluasifungsi Perangkat Daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen
perencanaan untuk disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru. Oleh
karena itu Pemerintah Kabupaten Magetan melakukan review dan revisi
terhadap RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Sejalan dengan
perubahan struktur organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan
revisi terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 sesuai
dengan hasil review yang dilakukan mencakup :
1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi.
. Penyempurnaan tujuan dan sasaran perangkat daerah.
. Penyempurnaan indikator dan target kinerja.

. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan.

a o W N

. Penyederhanaan kegiatan.

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang
berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan
memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi
secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan
mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang
merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan
langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.
Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia
dan sumber daya lainagar mampu menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen
nasional. Dengan demikian rencana strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan
merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang

bagaimana DPMPTSP Kabupaten Magetan akan mencapai tujuannya.

Hubungan antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dengan Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun
2018-2023 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Magetan, maka secara
otomatis Renstra DPMPTSP juga mengacu pada dokumen perencanaan
diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Magetan, RPJMD Provinsi Jawa Timur,
serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra DPMPTSP juga memperhatikan
Renstra K/L dalam hal ini BKPM sebagai pelaksana urusan penanaman modal

pada Pemerintah Pusat.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam
sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam
bagan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Dan Sistem Keuangan

Pedoman . adoma .
Renstra Renja- Rincian

KL KL AFBN

Pedoman ‘ Diacu

Dijabar

Pedoman
RFI‘JP REJM kan N RKP
Nasicnal Nasional ;
: A
Diacu Dipertiatikans EDiserasikan melelui Musrenbang
¥ ¥ ¥
RPIP  Pedoman. RPN Dij kB Pefaman

Daerah Deerah RIS RAPBD B APBD

— 1

Pedoman: o Pedoman 3ot
Renstra Renja- RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD

yesaeq
yejulawag

UU SPPN

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra DPMPTSP
yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magetan dan kemudian menjadi
pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP. Dengan demikian
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dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam mendukung visi, misi,
tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan
kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum
diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan merupakan dokumen teknis
operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten
Magetan Tahun 2018-2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan dan indikasi rencana program lima tahunan yang penyusunannya
berpedoman pada RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan selanjutnyaakan
dijabarkandalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan

tahunan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RenstraDPMPTSP Kabupaten
Magetan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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10.

11.

12.

13.

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64 );

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019
Nomor 1);

Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 75).
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1.3 Maksud Dan Tujuan
1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan adalah untuk memberikan
arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber

daya mineral Tahun 2018-2023.

1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan adalah:

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan
untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan pada tahun 2018 - 2023.

3. Untuk mewujudkankomitmen dan konsistensi perencanaan program serta
pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen
berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan
pengendalian yang efektif.

4. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan
dengan Renstra DPMPTSP Tahun 2018 - 2023 untuk menciptakan visi,
misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Magetan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra DPMPTSP ini secara garis besar disusun sebagai
penggambaran atas tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai perangkat
daerahKabupaten Magetan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut
maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang
akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya
yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan

dinamika pembangunan di Kabupaten Magetan.
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BAB I
1.1

1.2

1.3

1.4

BAB II

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat
Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan
Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat
Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra
provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat
Daerah.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas
dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman
yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Perangkat Daerah.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra

Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)
Perangkat @ Daerah  dalam  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja
sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan
capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah
yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang
masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra

Perangkat Daerah ini.
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2.1

2.2

2.3

2.4

BAB III

3.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum
pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi
Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai
dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.
Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah
ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil,
dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur,
mekanisme).

Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya
yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas
dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,
asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat
Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat
Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan
wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat
Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s atau
indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tantangan dan Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra
K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk
provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk
kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil
analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan
dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat
Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini
mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran
kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan
pelayanan yang dibutuhkan.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah
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3.2

3.3

3.4

3.5

BAB IV
4.1

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta
program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-
faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat
Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi
kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-
faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan
perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan
Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka
menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah
provinsi/kabupaten/kota.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat
Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan
Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan

dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
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BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi
dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun
mendatang.

BAB VI ¢ RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat
Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP
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GAMBARAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Magetan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang
energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah.
DPMPTSPdipimpin oleh Kepala Dinasyang dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten

Magetandan Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Magetan.sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Magetan

di bidang pelayanan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan bidangpenanaman modal dan urusan pemerintahan bidang
energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan.

b. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu
satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;

2) pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu
satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;

3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal,
pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya
mineral,

4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal,
pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya

mineral; dan

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADLU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN
Page 11



5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
a. Sekretariat, membawahkan :
1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2.Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
b. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
1. Seksi Promosi dan Pengembangan; dan
2. Seksi Pengkajian, Pengendalian, dan Fasilitasi.
c. Bidang Pelayanan, membawahkan :
1. Seksi Pendaftaran dan Verifikasi;
2. Seksi Pemrosesan dan Penetapan; dan
3. Seksi Potensi dan Pengawasan.
d. Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan, membawahkan :
1. Seksi Pengelolaan Data; dan
2. Seksi Informasi dan Pengaduan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
bersangkutan.
(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator kelompok dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit organisasi adalah sebagai

berikut :

1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan
pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
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Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu
satu pintu dan bidang energl dan sumber daya mineral;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu
satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral,;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman
modal,pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber
daya mineral,

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal,
pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energl dan sumber daya
mineral; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat
Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan
mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,
penyusunan program dan keuangan .
Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah

tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan

dinas;
b. penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan,;
c. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
d. pengelolaan urusan kepegawaian;
e. pengelolaan urusan keuangan;
f. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
g. pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
h. pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan

kegiatan pada Bidang;dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Sekretariat terdiri dari :
2.1. Subbagian Umum Dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;

b. membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
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o a0

0

menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;

melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;

mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data
kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, 14ension;

menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
mengurus kesejahteraan pegawai;

merencanakan pengelolaan arsip; dan

melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh Sekretaris.

2.2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

o

oo a0

mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan
Anggaran;

menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
melaksanakan tata usaha keuangan;

memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;

melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;

melaksanakan tata usaha gaji pegawai;

menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan
anggaran;

menyusun laporan keuangan;

melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;

mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan,;
menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);

menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja

(RENJA);

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;

menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil
kegiatan,;

menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil
rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan
Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

mengelola dokumen perjanjian kinerja;
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q. mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar
Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)

r. menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
(SIRUP); dan

s. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan teknis penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Penanaman Modal

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan penanaman modal;

b. perumusan kebijakan teknis penanaman modal;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang penanaman modal;

d. pengkajian, penyusunan dan pengusulan pemberian insentif dan
kemudahan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;

e. pengkajian dan penyusunan peta potensi investasi Daerah;

f. pelaksanaan promosi penanaman modal;

g. pelaksanaan kerjasama penanaman modal dengan pemerintah daerah lain,
Pemerintah Provinsi, Pemerintahdan dunia usaha;

h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal;

i. penyelenggaraan fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengembangan
penanaman modal;

j- pelaksanaan pengendalian penanaman modal melalui pemantauan,
pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

k. pelaksanaan koordinasi, pengkajian, pemberian rekomendasi, fasilitasi, dan
pengendalian perizinan pemanfaatan langsung panas bumi;

1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
BidangPenanaman Modal; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.1. Seksi Promosi dan Pengembangan
Seksi Promosi dan Pengembanganmempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi Promosi dan Pengembangan;

b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
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bidang perencanaan, promosi, pengembangan dan kerjasama penanaman
modal;

melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana
umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal;
menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan
dan pembinaan promosi penanaman modal;

merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal;
menyiapkan bahan pelaksanaan promosi penanaman modal baik di dalam
negeri maupun ke luar negeri;

mengajukan usulan materi kerjasama di bidang penanaman modal;
menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama penanaman modal dengan
pemerintah daerah lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah, dan dunia usaha
serta perorangan,

menyiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Promosi
dan Pengembangan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3.2. Seksi Pengkajian, Pengendalian, dan Fasilitasi

Seksi Pengkajian, Pengendalian, dan Fasilitasisebagaimana mempunyai tugas:

a.
b.

menyusun rencana kerja Seksi Pengkajian, Pengendalian, dan Fasilitasi;
menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengkajian, pengendalian, dan fasilitasi penanaman modal;
merumuskan dan menyiapkan bahan usulan bidang-bidang usaha yang
terbuka;

menyiapkan penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi
sumber daya daerah;

melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan tentang
usulan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai
dengan kewenangan dan kemampuan Daerah;

menyiapkan rekomendasi perizinan dan nonperizinan kegiatan penanaman
modal;

menyiapkan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman
modal;

menyiapkan bahan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan
penanaman modal;

melaksanakan pengumpulan data, analisis, pengkajian, penyiapan
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rekomendasi, dan penyiapan pengendalian perizinan pemanfaatan
langsung panas bumi;

j- mengelola data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi;

k. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan
cadangan Panas Bumi;

1. melaksanakan pemantauan, pengumpulan data dan pelaporan realisasi
penanaman modal,

m. melaksanakan pembinaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha
dan wilayah;

n. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan
penanaman modal;

o. melaksanakan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan
penanaman modal;

p. menyiapkan pemberian sanksi administratif kegiatan penanaman modal
berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan
kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, dan penghentian
kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;

q- melaksanakan pengawasan kepatuhan perusahaan di bidang penanaman
modal;

r. menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tanggung
jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility);

s. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan
penanaman modal;

t. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan penanaman
modal;

u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
Pengkajian, Pengendalian, dan Fasilitasi; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Pelayanan

Bidang Pelayanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

b. perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan;
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pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

pengumpulan dan pengolahan potensi perizinan dan nonperizinan;
pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang
Pelayanan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.1. Seksi Pendaftaran dan Verifikasi

Seksi Pendaftaran dan Verifikasimempunyai tugas:

a.
b.

menyusun rencana kerja Seksi Pendaftaran dan Verifikasi;

menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pendaftaran dan verifikasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
melaksanakan pendaftaran permohonan perizinan;

melaksanakan pemeriksaan, pengolahan, identifikasi dan verifikasi berkas
permohonan perizinan,;

melaksanakan koordinasi dengan tim teknis, satuan kerja perangkat
daerah dan instansi terkait dalam rangka verifikasi permohonan perizinan;
melaksanakan kegiatan peninjauan dan verifikasi lapangan;
menindaklanjuti hasil verifikasi;

mengembalikan berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan
kepada pemohon;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
Pendaftaran dan Verifikasi; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4.2. Seksi Pemrosesan dan Penetapan

Seksi Pemrosesan dan Penetapan mempunyai tugas:

a.

b.

menyusun rencana kerja Seksi Pemrosesan dan Penetapan;

menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pemrosesan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
melaksanakan identifikasi, pemrosesan dan validasi dokumen perizinan
dan nonperizinan;

menetapkan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan Dinas;
melaksanakan penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan,;
melaksanakan pengadministrasian dan kearsipan dokumen perizinan dan

nonperizinan,;
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menyerahkandokumen perizinan dan nonperizinan kepada pemohon;

7q

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
Pemrosesan dan Penetapan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4.3. Seksi Potensi dan Pengawasan

Seksi Potensi dan Pengawasanmempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja Seksi Potensi dan Pengawasan;

b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang potensi, monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan,;

c. melaksanakan koordinasi, pengumpulan, pengolahan dan analisa potensi
perizinan dan nonperizinan ;

d. menyiapkan pemberian sanksi administratif bagi pelanggaran perizinan
berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, penutupan
perusahaan dan pencabutan izin;

e. menyiapkan pemberitahuan dan teguran kepada pemegang izin maupun
pemilik usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Potensi
dan Pengawasan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan

Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaanan data,

informasi dan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugasBidang Pengelolaan Data, Informasi dan

Pengaduan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Data, Informasi, dan
Pengaduan;

b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan data, informasi dan
pengaduan penanaman modal dan perizinan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan
data, informasi, dan pengaduan;

d. penyelenggaraan pengelolaan data penanaman modal, pelayanan perizinan
dan nonperizinan;

e. pemutakhiran data dan informasi penanaman modal, pelayanan perizinan

dan nonperizinan;
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pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, pelayanan
perizinan dan nonperizinan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi
dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;

penyediaan informasi potensi daerah dan peluang usaha penanaman
modal;

pelaksanaan sosialisasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
penyelenggaraan layanan informasi penanaman modal, perizinan dan
nonperizinan;

pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem
informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;

penyelenggaraan layanan dan penanganan pengaduan;

pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan data,

informasi dan pengaduan,;

. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang

Pengelolaan Data, Informasi, dan Pengaduan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5.1. Seksi Pengelolaan Data

Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas:

a.
b.

menyusun rencana kerja Seksi Pengelolaan Data;

menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengelolaan data;

melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pelaporan serta
penyimpanan data penanaman modal, perizinan dan nonperizinan,;
menyusun database penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan pelaporan pendapatan
asli daerah yang menjadi kewenangan Dinas;

mengelola data penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan
menggunakan SPIPISE;

melaksanakan pelayanan data kepada unit kerja Dinas maupun kepada
satuan kerja perangkat daerah dan instansi lainnya;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
Pengelolaan Data; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
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5.2. Seksi Informasi dan Pengaduan

Seksi Informasi dan Pengaduansebagaimana mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja Seksi Informasi dan Pengaduan;

b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan serta
pengaduan;

c. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan serta
pengaduan;

d. menyiapkan bahan penyediaan informasi potensi daerah dan peluang
usaha penanaman modal;

e. melaksanakan pemberian informasi penanaman modal, perizinan dan
nonperizinan;

f.  melaksanakan pengumpulan dan pengolahan informasi penanaman
modal, perizinan dan nonperizinan;

g. melaksanakan penyebarluasan informasi mengenai penanaman modal,
perizinan dan nonperizinan;

h. merumuskan, menyusun materi, dan menyiapkan pelaksanaan sosialisasi
dan publikasi tentang penanaman modal, perizinan dan nonperizinan,;

i. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan
pemeliharaan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan
nonperizinan,;

j-  mengelola informasi dan pengaduan penanaman modal, pelayanan
perizinan dan nonperizinan menggunakan SPIPISE;

k. mendokumentasikan informasi penanaman modal, perizinan dan
nonperizinan;

l. melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;

m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan inventarisasi pengaduan
penanaman modal, perizinan dan nonperizinan,;

n. melaksanakan pelayanan dan penanganan pengaduan terkait penanaman
modal, perizinan dan nonperizinan;

o. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan penanaman
modal, perizinan dan nonperizinan;

p. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan klarifikasi dalam rangka
penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap permasalahan penanaman

modal penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
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q.- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
Informasi dan Pengaduan; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan

serta melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.
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Tabel 2.1

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN
KEUANGAN, PERENCANAAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG
PENANAMAN MODAL

SEKSI
PROMOSI DAN
PENGEMBANGAN

SEKSI
PENGKAJIAN,

PENGENDALIAN DAN
FASILITASI

BIDANG
PELAYANAN

PENGELOLAAN DATA,
INFORMASI DAN PENGADUAN

BIDANG

SEKSI
PENDAFTARAN DAN
VERIFIKASI

PENGELOLAAN DATA

SEKSI

SEKSI
PEMROSESAN DAN
PENETAPAN

INFORMASI DAN

SEKSI

PENGADUAN

SEKSI
POTENSI DAN
PENGAWASAN
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Perencanaan Strategis DPMPTSP memerlukan integrasi antara
sumber daya aparatur DPMPTSP dengan sumber daya lainnya agar mampu
menjawab tuntutan perkembangan strategis. DPMPTSP Kabupaten Magetan
mengupayakan setiap pegawai memiliki pendidikan, pelatihan, ketrampilan,
dan pengalaman yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Peningkatan kapasitas pegawai perlu dilakukan agar para pegawai
dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilannya sehingga
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih
baik secara terus-menerus. Peningkatan kapasitas pegawai dapat dilakukan
antara lain:

a. Pelatihan internal secara berkesinambungan dengan berbagai agenda:

e Meningkatkan investasi

e Membangun visi-misi PTSP

e Membentuk budaya kerja yang lebih baik
e Penanganan konflik

e Teknik pelayanan

b. Magang pada BKPM dan PTSP yang sudah lebih baik dan lebih maju.

c. Training khusus penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
baik dalam bentuk in house training dengan mendatangkan pelatih internal
Perangkat Daerah maupun eksternal atau dapat melakukan kerjasama
dengan lembaga lain untuk melakukan training. Dapat juga mengirim
pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga
pemerintah atau lembaga lainnya.

d. Training of success, untuk membangun tata nilai baru yang mengarah
pada profesionalisme. Misalnya: melayani dengan senyum, sapa dan salam.

e. Training komunikasi efektif, pengembangan kepribadian danpembinaan
mental dan spiritual agar pegawai meyakini bahwa bekerja dengan tulus
dan ikhlas adalah ibadah.

f. Training teknologi informasi.

Dengan pendidikan dan pelatihan tersebut diharapkan dapat
meningkatkan keahlian, pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap
perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan.

Untuk itu perlu mengidentifikasi kebutuhan tenaga sesuai rasio yang
telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pada waktu yang tidak dapat
ditentukan, DPMPTSP Kabupaten Magetan menerima tenaga dari Badan
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Kepegawaian Daerah sehingga perlu ditetapkan mekanisme untuk
mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki. Kesesuaian sumber daya
manusia dengan konteks pelayanan yang diberikan merupakan salah satu
tujuan dari perencanaan SDM DPMPTSP Kabupaten Magetan.

DPMPTSP Kabupaten Magetan memastikan bahwa seluruh personil
yang melaksanakan pekerjaan yang berpengaruh pada realisasi pelayanan
telah memiliki kompetensi yang sesuai. Karena itu perlu berkoordinasikan
dengan Badan Kepegawaian Daerah menetapkan program pengembangan

kompetensi pegawai.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan didukung
dengan sumber daya manusia sebanyak 37 orang pegawai dengan jenjang
pendidikan tertinggi S2 dan terendah SLTP. Secara terperinci, jumlah pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Magetan menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No|  JemjangPendidikan |  JumlahPegawai

1. Pasca Sarjana (S2) S orang
2. Sarjana (S1) 11 orang
o Ahli Madya (D3) S orang
4. SMA 15 orang
S. SLTP 1 orang
Jumlah 37 orang

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Magetan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel

berikut ini.

Tabel 2.3
Daftar Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki 23 orang
2. Perempuan 14 orang
Jumlah 37 orang
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Sedangkan jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan menurut disiplin keilmuan sebagai

berikut:

Tabel 2.4
Daftar Pegawai Berdasarkan Jurusan Pendidikan

| No | Jenjang Pendidikan|  Jurusan |  JumishPegawal |

1. Pasca Sarjana/S2 Magister Administrasi 2 orang
Publik
2. Pasca Sarjana/S2 Magister Ekonomi 2 orang
3. Pasca Sarjana/S2 Magister Teknik 1 orang
4. Sarjana/S1 Hukum 2 orang
S. Sarjana /S1 Ekonomi Manajemen 4 orang
6. Sarjana/S1 Teknisk Sipil 1 orang
7. Sarjana/S1 Administrasi Negara 2 orang
8. STPDN Ilmu Pemerintahan 1 orang
9. Sarjana/S1 Komputer Informatika 1 orang
10. Sarjana/S1 Sosial Politik 1 orang
11. Ahli Madya/D3 Manajemen Informatika 4 orang
12. Ahli Madya/D3 Teknik Komputer 1 orang
13. SMA IPS 4 orang
14. SMA IPA 4 orang
15. SMK Kejuruan 1 orang
16. SMK Bangunan Gedung 3 orang
17. SMK Produksi Pertanian 1 orang
18. SMEA Perkantoran 1 orang
19. SMEA Tata Niaga 1 orang
20. SMEA Sekretariatan 1 orang
21. SLTP - 1 orang
Jumlah 37 orang
2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan didukung
dengan sarana dan prasarana, baik sarana dan prasarana fisik maupun
sarana prasarana non fisik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Magetandalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya berkantor di Jl. Pahlawan No.5 Magetan, dengan menggunakan
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gedung sendiri dan sebagian menggunakan fasilitas Eks gedung Gedung Arsip
dan Perpustakaan Jl. Pahlawan No. 5 Magetan. Jumlah pegawai dibandingkan
dengan luar ruangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Magetan sudah memenuhi standarisasi sarana dan
prasarana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
11 Tahun 2007. Sedangkan sarana dan prasarana sebagai alat pendukung
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sudah cukup memadai namun diperlukan
pemeliharaan dalam rangka mempertahankan sarana dan prasarana kerja
tersebut supaya dapat bekerja secara optimal. Adapun sarana dan prasarana

DPMPTSP Kabupaten Magetan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kabupaten Magetan

No Nama Aset Satuan Jumlah
1. Bangunan Kantor (1 lantai) m? 2444
2. Kendaraan dinas roda 4 Unit 4
3. Kendaraan roda 2 Unit 8
4. Mesin Ketik Manual Unit 4
5. Meja Kerja Eselon II Unit 1
6. Meja Kerja Eselon III Unit 4
7. Meja Kerja Eselon IV Unit 9
8. Meja Kerja Staf Unit 25
9. Meja Rapat Unit 18
10. Meja Resepsion Unit
11. Kursi Kerja Pimpinan Unit
12. Kursi Kerja Unit 35
13. Kusi Rapat Unit 32
14. Kursi Tunggu Pelayanan Unit
15. Sofa Unit
16. Komputer PC Unit 18
17. Laptop Unit 6
18. Komputer Layar sentuh Unit 1
19. Komputer server Unit 1
20. Mesin Kalkulator Unit 6
21. Lemari Kayu Unit 6

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABLPATEN MAGETAN
Page 27



No Nama Aset Satuan Jumlah
22. Rak Besi/Metal Unit 10
23. |Rak Kayu Unit S
24. |Filling Cabinet Besi/Metal Unit 18
25. |Brankas Unit 2
26. Papan Visual Unit 4
27. |Whiteboard Unit 1
28. Gorden/Tirai Unit 10
29. |AC Unit 13
30. Dispenser Unit 1
31. Kipas Angin Unit 7
32. |Televisi Unit 4
33. LCD Projector Unit 1
34. |Tripod Screen LCD Projector Unit 1
35. Layar Focus Unit 1
36. Camera Digital Unit 1
37. Tripod Camera Unit 1
38. Handy Cam Unit 1
39. Hard Disk Unit 6
40. Printer Unit 15
41. Modem Unit 1
42. Audio Amplifier Unit 1
43. Umintimuptible Power Suply (UPS) Unit 18
44. Pesawat Telepon Unit 2
45. Genset Unit 1
46. Finger print Unit 1
47. Neon Box Unit 1
48. Running Text Unit 1

Sumber : Pengurus Barang DPMPTSP Kab Magetan

2.3 Sumber Dana

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada
aspek pendanaan pelayananPerangkat Daerah dilakukan analisis terhadap
dataperkembanganpendanaanpelayananPerangkat Daerah(belanja pegawai,
belanja barang/jasa dan belanja modal) pada tahun 2013-2018 untuk
menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan Perangkat Daerah(rasio

antara dan yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas

pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.
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Tabel 2.6

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

Rasio Antara Realisasi dan Rata rata
Anggaran Pada Tahun ke - Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke
Anggaran Tahun Ke Pertumbuhan
Uraian
Anggara | Realisas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 .
n i
(1) () (3) (4) (S) (6) (7) (8) ©) (10) (11) (12) | (13) | (14) | (15) | (16) (17) (18)
Belanja 2.767.88 | 2.591.552. 2.472.966. 2.695.590. 4.681.944. 2.251.688. 2.379.613. 2.391.048. 2.616.063. 4.362.291. | 81.3 | 91.8 | 97.0 | 96.6 | 93,1
Daerah 7.000 000 000 500 000 869 971 096 316 802 5 2 5 9 7
Belanja 2.569.13 2.314.902. 2.345.666. 2.635.035. 4.020.984. 2.055.248. 2.104.634. 2.263.748. 2.555.763. 3.710.110. | 80.0 | 90.9 | 96.9 | 96.5 | 92,2
Operasi 7.000 000 000 500 000 869 871 096 316 802 0 2 9 1 7
Belanja 1.927.35 1.714.952. 1.577.996. 1.682.338. 2.329.715. 1.448.915. 1.516.844. 1.516.856. 1.636.696. 2.190.781. | 75.1 | 88.4 | 97.2 | 96.1 | 94.0
Pegawai 2.000 000 000 500 000 698 397 568 165 304 8 5 9 3 4
Belanja 641.785. | 599.950.00 | 767.670.00 | 952.697.00 1.691.269. | 606.333.17 | 587.790.47 | 746.891.52 | 919.067.15 1.519.329. | 94.4 | 97.9 | 96.4 | 97.2 | 89.8
Barang 000 0 0 0 000 1 4 8 1 498 8 7 7 9 3
Belanja 198.750. | 275.650.00 | 127.300.00 | 60.555.000 | 660.960.00 | 196.440.00 | 274.979.10 | 127.300.00 | 60.300.000 | 652.181.00 | 98.8 | 99.4 | 99.5 100 | 98.6
Modal 000 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 7
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2.3 Kinerja Pelayanan

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Magetan
merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan
evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini
akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target
dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu
tertentu.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa
Penanaman Modal merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Begitu juga dengan Undang - Undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
khususnya pasal 30 bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang
lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah

kabupaten /kota.
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Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magetan

No Indikator Kinerja Target Target Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
sesuai Tugas dan NSPK IKK Indikator Ke-
Fungsi Perangkat Lainnya
Daerah 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. | Jumlah Investor 485 504 456 414 316
Berskala Nasional
2. | Jumlah Nilai 116.0 | 100.0 | 140.0 | 142.00 920.4 | 148.91 190.07 242.56 118.1 128,37 190 173,26 83,09
Inve.sta51 Berskala 00 00 00 0 79 6 9 6 00
Nasional
3. Rasio Daya Serap 4,82 5,28 5,21 6,21 11,72
Tenaga Kerja
4. Kenaikan/ 596 83,80 27,52 27,37 51,24

Penurunan  Nilai
Realisasi PMDN
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Beberapa indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan disajikan

dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.8

Data Kinerja DPMPTSP Kab. Magetan

Tahun 2014 s.d. 2018

N INDIKATOR TARGET KINERJA PADA TAHUN
0. TUJUAN SASARAN KINERJA 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9)

. | Meningkatnya | Meningkatnya Jumlah 116 100 140 142 160
investasi yang | realisasi investasi. | Realisasi milyar | milyar | milyar | milyar | milyar
berdaya saing, Investasi
guna Jumlah 400 400 400 400 400
meningkatkan Investor.
perekonomian
daerah.

Terselenggaran | Meningkatnya Prosentase 100% | 100% [100% | 100 % {100 %

ya pelayanan kualitas pelayanan

terpadu satu pelayanan perizinan dan

pintu yang terpadu satu | nonperizinan

prima. pintu yang | sesuai SOP.

prima. Nilai Indeks 75 | 755 | 76 | 76,5 | 77

Kepuasan
Masyarakat
Prosentase 10 % 15% [20% 20% [25%
Penurunan
Pengaduan
Masyarakat
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Produk dari organisasi pemerintah adalah pelayanan masyarakat
(public service). Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak
masyarakat, baik itu merupakan layanan sipil maupun layanan publik.
Kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak dan
bersifat universal. Saat ini pelayanan publik di pemerintahan telah berorientasi
pada kepuasaan pengguna layanan (customer driven government), sehingga
akan memberi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Magetan, maka DPMPTSP Kabupaten Magetan menyelenggarakan pelayanan
perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu. Adapun jenis pelayanan
yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Magetan sebagaimana dalam
tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Yang Dilaksanakan Oleh
DPMPTSP Kabupaten Magetan

NO JENIS KEWENANGAN

I PERIZINAN

A. BIDANG PENANAMAN MODAL
1. Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha
3. Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha
4. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk
Berbagai Sektor Usaha
6. Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha
7. Izin Kantor Perwakilan
8. Izin Operasional Berbagai Sektor Usaha
B. BIDANG PENDIDIKAN
1. Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) oleh Masyarakat
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Masyarakat

3. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Informal oleh Masyarakat
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C. BIDANG KESEHATAN
1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D
Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D

Rl

Izin Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kabupaten
D. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1. Izin Mendirian Bangunan (IMB)
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
3. Izin Pemanfaatan Ruang
E. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan

F. BIDANG PERHUBUNGAN
1. Izin Trayek
2. Izin Operasional Taksi
3. Izin Penyelenggaraan Parkir
4. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal/Perahu
G. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Izin Pendirian Menara Telekomunikasi
2. Izin Operasional Warnet
H. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
Daya Tarik Wisata
Kawasan Pariwisata
Jasa Transportasi Wisata
Jasa Perjalanan Wisata
Jasa Makanan dan Minuman
Penyediaan Akomodasi

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

® N o gk b=

Pameran
9. Jasa Informasi Pariwisata
10. Jasa Konsultan Pariwisata
11.Jasa Pramuwisata
12. Wisata Tirta
13. Solus Per Aqua (SPA)
[I. BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Izin Mendirikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten

Tingkat

2. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan
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Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P)
Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen
Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan
Tanda Daftar Usaha Proses Produksi
Tanda Daftar Usaha Penanganan Pasca Panen
Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan
Izin Usaha Budidaya Hortikultura
Izin Usaha Pasca Panen Hortikultura
Izin Usaha Perkebunan (IUP)
.Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)

O ® N o u R

—_
— O

.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)

—
N

. Tanda Daftar Usaha Perkebunan

—
w

. Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya
14. Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Pengolahan
J. BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1. Tanda Daftar Peternakan Rayat
Izin Usaha Peternakan
Izin Usaha Budidaya Ikan

Izin Usaha Pembibitan Ternak

a kK L b

Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan / Fasilitas Pemeliharaan
Hewan
6. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan
7. Izin Usaha Pemotongan Hewan
8. Izin Mendirikan Pasar Hewan
K. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
L. PERIZINAN BIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Izin Usaha Industri (IU])
Tanda Daftar Industri (TDI)
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Tanda Daftar Gudang (TDG)
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional(IUP2T)
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

o X N 0k Db

10. Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol golongan B
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dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum
M. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1. Izin Pendaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah yang
Diselenggarakan oleh Swasta
2. Izin Pengangkutan Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta
3. Izin Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh
Swasta
N. PERIZINAN LAINNYA
1. Izin Gangguan (HO)
2. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah

5. Izin Pemasangan Reklame

NONPERIZINAN

1. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

2. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)

3. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang
melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta

perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat

kemampuan kecil

Untuk itu perlu diuraikan tantangan dan peluang demi

pengembangan pelayanan tersebut. Tantangan kedepan DPMPTSP Kabupaten

Magetan sebagai berikut:

1.

Semakin tingginya harapan masyarakat terhadap peran investasi dalam
memecahkan permasalahan pengangguran dan upaya pemerataan
pembangunan.

Belum kondusifnya iklim investasi yang menyangkut perbaikan di bidang
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang Penanaman
Modal, perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi, efisiensi
pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang cukup dan
berkualitas.

Potensi daerah lain yang tidak kalah menarik yang berusaha menarik
investor ke daerahnya.

Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam
mendukung pencapaian tujuan membuka peluang Investasi.

Semaikin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik.

Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.
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Adapun peluang bagi pengembangan DPMPTSP Kabupaten Magetan

yaitu :

1. Semakin meningkatnya peran investasi dalam peningkatan pertumbuhan
ekonomi di kabupaten Magetan.
Potensi investasi yang melimpah.
Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Magetan.
Terbukanya peluang kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah
pusat dan dunia usaha.

5. Semakin terbukanya peluang kerjasama antar daerah untuk pengelolaan
potensi ekonomi strategis.

6. Kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan investasi dan
penyederhanaan pelayanan perizinan.

7. Regulasi yang memungkinkan daerah memberikan insentif kepada
investor.

8. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih
dan terjangkau, sehinga dapat dimanfaatkan untuk penerapan
e-government dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat

dan dunia usaha.
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BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan Penanaman Modal termasuk dalam urusan wajib non
pelayanan dasar. Urusan wajib berarti harus dilaksanakan oleh pemerintah
daerah. Pelayanan dasar yang harus dilaksanakan adalah urusan seperti
pendidikan dan kesehatan, sementara penanaman modal bukan merupakan
bidang urusan yang harus diterima oleh setiap penduduk sehingga bukan
dikategorikan sebagai pelayanan dasar. Namun demikian urusan penanaman
modal adalah menyangkut investasi, yang berperan dalam meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraan di sektor ekonomi yang secara tidak langsung akan

berpengaruh secara mutiplier effect bagi kehidupan masyarakat.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah
dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan
pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Dalam upaya
mewujudkan hal tersebut, maka sudah merupakan kewajiban bagi pemerintah
untuk dapat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam
segala layanan. Berbagai regulasi yang ada harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar
pelayanan harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana prasarana,
mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain- lain. Kemudahan
perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim
investasi yang kondusif akan sangat menunjang kegairahan dalam

berinvestasi.

Peningkatan  Kualitas Pelayanan publik bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat. Sedangkan targetnya adalah meningkatnya kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat (transparan, cepat, tepat, sederhana, aman,
terjangkau dan memiliki kepastian), meningkatnya jumlah pelayanan yang

memperoleh standarisasi pelayanan internasional, dan meningkatnya indeks
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kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2018-2023
disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis
terhadap situasi dan kondisi urusan Penanaman Modal di Kabupaten Magetan.
Kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-
2018. Ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan rencana
kerja dan rencana strategis periode sebelumnya, sehingga dapat diidentifikasi
berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau

prioritas pembangunan tahun 2018-2023.

Permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten

Magetan diantaranya sebagai berikut :

1. Belum tersedianya pemetaan potensi investasi.

2. Mempertahankan iklim investasi yang kondusif.

3. Ketersediaan infrastruktur dan energi yang masih rendah.

4. Implementasi insentif fiskal dan fasilitas penanaman modal belum
optimal.

5. Pengembangan system pelayanan investasi yang berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas.

6. Masih tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan di pusat dan
daerah.

7. Proses pelayanan perizinan dan nonperizinan masih belum efektif dan

efisien.

3.2. TelaahVisi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetantahun 2018-2023
memiliki hubungan erat dengan berbagai dokumen perncanaan lainnya, yaitu
memperhatikan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan. Ruang lingkup Rencana strategis
adalah pelaksanaan kegiatan DPMPTSP Kabupaten magetan dalam kurun waktu 5
(ima) tahun ke depan dengan memperhitungkan faktor faktor penentu
keberhasilan yang ada dan tujuan realitas pembangunan yang realistis dapat

dicapai.
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Visi misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara umum
harus terkoordinasi dan bersinergi dengan baik yang bertujuan untuk menjamin
keterkaitan dan konsisten dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Visi pembangunan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 merupakan
visi Kepala Daerah terpilih yaitu “Masyarakat Magetan Yang SMART Semakin
Mantab dan Lebih Sejahtera”. Visi Pembangunan Kabupaten Magetan ini
diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten
Magetan dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti
diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur
keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magetan sebagai kabupaten yang

modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius.

Adapun misi Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 yaitu sebagai
berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya
manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil).

2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui
keberpihakandanpemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar
ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis
sekaligusujungtombakpembangunandaerah.

3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan
fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.

5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan
manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada

Bab sebelumnya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Magetanmendukung pencapaian target pembangunan dari

misi Bupati dan Wakil Bupati Magetan 2018-2023 yaitu melaksanakan Misi

Kedua yaitu “Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan

dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi

kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus
ujung tombak pembangunan daerah.”. Misi ini untuk mewujudkan
peningkatan kesejahteraan masyarakatMagetan dalam lima tahun ke depan
dibutuhkan peningkatan kinerja ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan

koperasi dan usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat desa dengan
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memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam setiap
upaya peningkatan perekonomian perlu adanya prinsip pengembangan
sumberdaya manusia serta pemanfaatan sumber daya alam untuk kecukupan
manusia dengan mengelolanya secara optimal. Setiap program pengembangan
ekonomi harus mengandung tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan
masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Magetan

yang adil danbermartabat.

Beberapa faktor pendorong dan penghambat Pelayanan Dinas
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terhadap pencapaian visi
misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Magetan periode 2018-2023 antara
lain yaitu :

1. Keterbatasan jumlah, kualitas SDM serta sarana prasarana pendukung di
lingkungan DPMPTSP Kabupaten Magetan yang tidak sejalan dengan
pengembangan fungsi lembaga;

2. Belum terdapat acuan/pedoman penyelenggaraan PTSP secara terintegasi
termasuk penyamaan pola dan dokumen perizinan;

3. Komitmen penugasan tim teknis dari OPD belum dilaksanakan secara
penuh;

4. Terbatasnya media promosi (masih menggunakan media booklet, leaflet,
pameran, dan website);

5. Belum tersedianya data investor potensial/ market intelligence yang dapat
digunakan sebagai acuan promosi;

6. Belum tersedia data base penanaman modal secara terpadu.

Sedangkan Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan
kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan dalam upaya mendukung kinerja
program pembangunan antara lain :

1. Struktur kelembagaan telah disusun menyesuaikan kebutuhan;
2. Komitmen pemangku kepentingan untuk mewujudkan iklim investasi
yang kondusif;

3. Meningkatnya kepeminatan untuk pengembangan kawasan industri.

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan sebagai renstra Perangkat
Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan RPJMD Kabupaten Magetan,
Renstra perangkat daerah provinsi serta Renstra kementerian atau lembaga
yang melaksanakan urusan penanaman modal. Urusan penanaman modal
pada tingkat pusat dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
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(BKPM), sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh
DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. Keterkaitan dokumen perencanaan tersebut
dapat dilihat pada Gambar 3.1. Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan
terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, maka sinergi antara
berbagai sumber pembiayaan akan dapat diwujudkan sehingga renstra

dirancang agar peka terhadap kondisi internal dan eksternal yang berubah.

Gambar 3.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

’ Renstra

Renstra Kementrian

= 3 s
() ‘ Renstra Dinas Propinsi

100

> ; = Renstra Dinas Propinsi
~ RPIMD Kota/ Kab
| RENCANA STRATEGIS
DINAS
ﬁ Rencana Kerja UPTD
Rencana Kerja UPTD

Seperti telah disebutkan sebelumnya, DPMPTSP Kabupaten Magetan
melaksanakan urusan penanaman modal yang di tingkat pusat dilaksanakan
oleh BKPM. Pada periode pelaksanaan Renstra BKPM Tahun 2015-2019, visi
yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Kebijakan dan strategi yang
ditempuh untuk melaksanakan visi tersebut yaitu:

a. Menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing;

b. Meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Arah strategi yang ditempuh antara lain dengan memberikan
kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan non
perizinan penanaman modal melalui pemanfaatan SPIPISE untuk melayani
penanam modal dan mendorong penanam modal mengajukan aplikasi

perizinan secara online dan memanfaatkan fasilitas tracking system. Selain itu
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juga dilakukan dengan mengembangkan SPIPISE untukmendukung
penyelenggaraan PTSP di pusat dan daerah yang mudah, cepat, murah dan
transparan. Selain itu juga perlu adanya strategi dalam rangka pengawasan
yang efektif dan efisien, sehingga tetap dapat mendukung kemudahan dan
penyederhanaan perizinan yang telah diberikan tanpa mengurangi kualitas

dari penanaman modal di Kabupaten magetan.

Telaahan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019 yang didasarkan pada Rencana Strategis BKPM yang menjadi dasar
bagi bagi penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan adalah terkait
isu-isu:

1. Peningkatan iklim penanaman modal, yang salah satu indikatornya
terlihat dari perbaikan peringkat Indonesia dalam survei Doing Business,
dan peningkatan kerja sama penanaman modal, baik secara bilateral,
regional, dan multilateral,

2. Peningkatan pelayanan penanaman modal, melalui penyederhanaan
mekanisme pemberian pelayanan penanaman modal, dari yang kurang
efisien menjadi sederhana, efisien, dan berorientasi bisnis atau probisnis;

3. Penguatan kelembagaan, sebagai aspek fundamental yang menentukan
tingkat keberhasilan langkah-langkah inisiasi, proses, implementasi,

kontrol, dan evaluasi dariberbagai entitas organisasi.

Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu,
diidentifikasi bahwa belum optimalnya penggunaan teknologi informasi terbaru
dalam menunjang pelayanan umumdi bidang penanaman modal dan
pelayanan perizinan sertabelum terbangunnya sistem informasi manajemen

yang menunjang pelayanan umum dan perizinan di bidang penanaman modal.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai pada renstra DPMPTSP
Provinsi Jawa Timur antara lain adalah meningkatkan pelayanan di bidang
penanaman modal dengan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas
pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal. Sedangkan strategi
yang dapat dijadikan acuan yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal secara profesional
dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Sedangkan kebijakan
yang terkait yaitu mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang
berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal

maupun global.
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3.4. Telaah Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

Tata ruang menjadi produk dari rangkaian pross perencanaan tata ruang,
pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Oleh karena itu
perencanaan proses penentuan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar
penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang tidak disebabkan oleh rendahnya
kualitas rencana tata ruang wilayah.

Upaya perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah diperlukan kajian
lingkungan hidup strategis yang merupakan sebuah bentuk tindakan strategis
dalam mengarahkan dan menjamin tidak terjadinyaefek negatif terhadap
lingkungan.

Penyusunan  Renstra  DPMPTSP  Kabupaten  Magetan  harus
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan
mengenai struktur dan pola ruang terkait dengan rencana pengembangan
investasi, agar kebijakan dan sasaran dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten
Magetan selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW
Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kabupaten Magetan.

Disamping memperhatikan RTRW, penyusunan Renstra DPMPTSP
Kabupaten Magetan ini juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara
kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah pembangunan
berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak
dan/atau resiko lingkungan hidup di Kabupaten Magetan.

Isus isu strategis terkait rencana tata ruang wilayah antara lain :

1. Konflik kepentingan antar sektor.
2. Terjadi penyimpangan pemanfaatan tata ruang dari ketentuan dan norma yang

seharusnya ditegakkan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang
akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional,
nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu
dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan- permasalahan yang
didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat

dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh
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Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat

dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruhterhadap
program dankegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP. Perubahan lingkungan
strategis baik yangdipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan

berdampak pada pelaksanaan peran DPMPTSP Tahun 2018-2023.
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TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai S5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan
berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis.
Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan
permasalahan serta isu utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

Tahun 2018-2023 yaitu meningkatnya investasi yang berdaya saing.

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan gambaran
dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih
spesifik, terukur dan dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan, seperti
jangka waktu tahunan atau semesteran.Dinas penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintuKabupaten Magetan merumuskan sasaran yang

hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :
1. Meningkatnya realisasi investasi.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADLU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN
Page 46



Tujuan dan

Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

sasaran jangka menengah pelayanan DPMPTSP

INDIKATOR TARGET KINERJA PADA TAHUN
NO. | TUJUAN SASARAN
KINERJA 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9)
1. Meningkatn | Meningkatnya | Nilai realisasi | 220.000| 250.000| 290.000| 340.000| 400.000
ya investasi |realisasi investasi (juta
yang investasi. rupiah)
berdaya Jumlah 435 450 490 510 520
saing. investor.
Meningkatnya | Nilai Survey 78 79 80 81 82
kualitas Kepuasan
pelayanan Masyarakat.
terpadu satu | Prosentase 25 % 30 % 30 % 35% 40 %
pintu yang penurunan
prima. pengaduan
masyarakat.
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STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan
ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan
dan sasaran DPMPTSPKabupaten Magetan, maka strategi yang akan dilakukan
adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif.

2. Menarik minat investor agar mau berinvestasi.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu.

4. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk

memanfaatkan pelayanan terpadu pintu.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau
petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan
serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam
periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha
bagi investor.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pengembangan
iklim investasi.

3. Memfasilitasi percepatan realisasi investasi dan melakukan penanganan
permasalahan investasi.

4. Memberikan insentif dan kemudahan serta fasilitas penanaman modal
kepada investor.
Menyusun peta investasi dan profil investasi daerah.

6. Mengembangkan jejaring dengan para pihak dalam pengembangan
investasi.

7. Melaksanakan kerja sama dengan pemerintah dan dunia usaha.

8. Melaksanakan promosi investasi secara masif dan kreatif.

9. Menyederhanakan prosedur pelayanan.

10. Mengembangkan sistem pelayanan yang berstandar mutu.
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11. Menyelenggarakan pelayanan yang berbasis teknologi informasi.
12. Menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik.

13. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan

kebijakan disajikan dalam Tabel di bawah ini.
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Visi Bupati Masyarakat Magetan Yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera.
Misi Bupati II Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan
masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Persentase Meningkatnya nilai Nilai realisasi . Menciptakan iklim investasi . Meningkatkan partisipasi | 1. Program
investasi yang | kontribusi investasi | investasi. investasi. yang kondusif. masyarakat untuk mendukung peningkatan  iklim

berdaya saing.

terhadap
pertumbuhan
ekonomi.

. Jumlah investor

baru.

. Menarik minat investor agar

mau berinvestasi.

. Melaksanakan

pengembangan iklim investasi di
Kabupaten Magetan.

. Memfasilitasi percepatan realisasi

investasi dan melakukan
penanganan permasalahan
investasi.

. Menjamin kepastian hukum,
kepastian berusaha, dan
keamanan berusaha bagi
investor.

. Memberikan insentif dan
kemudahan serta fasilitas
penanaman modal kepada
investor.

. Mengembangkan jejaring dengan

para pihak dalam pengembangan
investasi.

. Menyusun peta investasi dan

profil investasi daerah.
kerja
dengan pemerintah dan dunia
usaha.

sama

. Menyusun produk hukum
penyederhanaan prosedur
berinvestasi.

. Melaksanakan promosi investasi

secara masif dan kreatif.

investasi dan
realisasi investasi.

. Program

peningkatan
promosi dan
kerjasama investasi.
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Meningkatnya kualitas
pelayanan terpadu
satu pintu yang
prima.

1. Nilai Indeks
Kepuasan

Masyarakat.
2. Prosentase

penurunan
pengaduan
masyarakat

1. Memperbaiki kualitas
pelayanan  terpadu  satu
pintu.

. Memberikan akses yang
lebih luas kepada
masyarakat untuk

memanfaatkan pelayanan
terpadu satu pintu.

. Menyederhanakan prosedur

pelayanan.

. Mengembangkan sistem

pelayanan yang berstandar mutu.

. Meyelenggarakan pelayanan yang

berbasis teknologi informasi.

. Menyelenggarakan Mal Pelayanan

Publik.

. Mengintensifkan penanganan

pengaduan masyarakat.

1. Program
peningkatan
pelayanan terpadu
satu pintu.

2. Program

pengembangan
database dan
informasi.

3. Program

mengintensifkan
penanganan
pengaduan
masyarakat.
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RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sejalan dengan  strategi dan kebijakan yang telah
ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi, DPMPTSP Kabupaten Magetan menetapkan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018-2023.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan adalah
tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuaidengan kebijakan dan
program yang telah ditetapkan denganmemanfaatkan sumber daya yang ada
untuk mencapai sasaran dantujuan tertentu. Program dan Kegiatan yang
ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi DPMPTSP Kabupaten
Magetan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,;
Kegiatan :

a. Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah;

b. Survey Kepuasan Masyarakat;

c. Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Kegiatan :

a. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional;

=

Pembangunan gedung kantor;

Pengadaan perlengkapan kantor;

o o

Rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor;

®

Pemeliharaan perlengkapan kantor;
f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Kegiatan :
a. Pengadaan pakaian khusus hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Kegiatan :
a. Pendidikan dan pelatihan formal;

b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
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5. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Keuangan.
Kegiatan :
a. Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah;
b. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja
Perangkat Daerah.
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
Kegiatan :
a. Penyelenggaraan promosi investasi;
b. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
c. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal,
d. Peningkatan koordinasi dan kerjasama penanaman modal dengan
instansi pemerintah dan dunia usaha.
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
Kegiatan :
a. Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal.
b. Kajian kebijakan penanaman modal,
c. Rakor dan sosialisasi penanaman modal, investasi dan kerjasama antar
daerah.
8. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Kegiatan :
a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
c. Penyelenggaraan forum komunikasi PTSP;
d. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan;
e. Penguatan mutu pelayanan publik;
f. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
9. Program Pengembangan Database dan Informasi.
Kegiatan :
a. Pengelolaan data penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
b. Pengembangan sistem informasi,
c. Pembangunan tempat reklame;
d. Publikasi dan sosialisasi kebijakan investasi.
10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Kegiatan :

a. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.
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Untuk mewujudkan tujuan DPMPTSP Kabupaten Magetan perlu
ditindak lanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan
indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program,
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada

DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2018 — 2023 sebagaimana terlampir.
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KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DPMPTSP yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.

Dalam RPJMD telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus
diwujudkan oleh semua Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing.

Target capaian indikator Kinerja DPMPTSP yang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD sebagaimana pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
Kondisi Kondisi
Kinerja Kinerja
No. Indikator Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun Pada
Kinerja Periode Akhir
RPJMD Periode
2018 2019 2020 2021 2022 2023 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9)
1. | Nilai realisasi 190.000 220.000| 250.000| 290.000| 340.000| 400.000 1.408.000
investasi (juta
rupiah)
2. |Jumlah 412 435 450 490 510 520 2400
investor.
3. |Nilai Survey 77,5 78 79 80 81 82 82
Kepuasan
Masyarakat.
4. |Prosentase 25% 25 % 30 % 30 % 35 % 40 % 40%
penurunan
pengaduan
masyarakat.

Berdasarkan indikator perangkat daerah yang telah disusun pada
tabel di atas selanjutnya Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Hal ini
untuk memudahkan penentuan indikator dan target sasaran setiap tahun

disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
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Berdasarkan penyesuaian atas program kegiatan yang dilaksanakan

di DPMPTSP Kabupaten Magetan, maka dilakukan review atas Indikator

Kinerja Utama (IKU) Dinas DPMPTSP Kabupaten Magetan disesuaikan dengan

visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Magetan yang berupa kuantitas yang

lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018 — 2023.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan disajikan pada

lampiran Tabel di bawah ini.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Magetan

Tahun 2018 - 2023

pelayanan terpadu

satu pintu yang prima.

Masyarakat.

No. KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN
SASARAN STRATEGIS
1 2 3 4
1. Meningkatnya nilai a| Nilai realisasi investasi. Jumlah Realisasi Investasi > Target
investasi.
b| Jumlah investor. Jumlah Investor > Target
2. Meningkatnya kualitas | a| Nilai Survey Kepuasan Nilai IKM n > Target

b| Prosentase penurunan

pengaduan masyarakat.

(Pengaduan n-1) -

(Pengaduan n) %

Pengaduan n-1
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PENUTUP

Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 merupakan
perencanaan strategis selama kurun waktu tersebut yang harus dijadikan
sebagai pedoman dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan
pada periode pelaksanaannya termasuk pada masa transisi. Penyusunan renja
untuk setiap tahun pelaksanakan program dan kegiatan harus mengacu pada
indikasi program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen ini dengan
memperhatikan kondisi setiap tahunpelaksanannya. Kegiatan tahunan yang
tidak direncanakan sebelumnya dalam dokumen renstra haruslah kegiatan
dengan dasar pelaksanaan yang kuat, diantaranya adanya kebijakan
pemerintah pusat, perubahan regulasi, keadaan mendesak/darurat yang harus
dilaksanakan, atau kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator lain yang
masih sulit terwujud.

Dalam pelaksanaan dan penjabarannya, diperlukan penguatan peran
dari para pemangku kepentingan sehingga dapat terlaksana dengan baik.
Penyusunan dokumen ini telah melibatkan semua pemangku kepentingan
yang terlibat dan telah melalui rangkaian proses yang terencana dan terpadu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap perencanaan
yang telah diindikasikan masuk dalam dokumen ini harus diupayakan
pelaksanaannya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan.

Lebih dari itu, dokumen ini juga sebagai dasar eveluasi dan laporan
pelaksanaan atas kinerja tahunan selama masa pelaksanaan renstra. Indikator
serta indikasi program dan kegiatan yang telah tersusun dalam dokumen ini
menjadi dasar eveluasi pelaksanaan kinerja tahunan dengan membandingkan
realisasi pelaksanaan progam dan kegiatan dengan rencana yang telah
ditetapkan dalam dokumen ini.

Harapan terhadap pelaksanaan renstra ini adalah agar dokumen ini
secara riil dijadikan panduan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
dengan penuh kesungguhan, bertanggungjawab dan tertib untuk mencapai

target dan indikator yang telah ditetapkan. Laporan evaluasi juga harus
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dijadikan umpan balik pelaksanaan program dan kegiatanserta harus
ditindaklanjuti dengan kebijakan yang diperlukan demi tercapainya indikator
yang telah ditetapkan. Setelah dokumen renstra disahkan maka semua
pemangku kepentingan pada setiap tingkatan jabatan mengakui dan
menyetujui dokumen tersebut sebagai produk kelembagaan dan telah disusun
sesuai kaidah yang berlaku, serta bersedia untuk melaksanakannya
semaksimal mungkin untuk kepentingan pembangunan daerah. Perubahan
atau pun evaluasi terhadap dokumen renstra hanya dapat dilaksanakan
berlandaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam lingkup

Kabupaten Magetan.

Magetan, 2 Juli 2019

KEPALA DINAS. PENANAMAN MODAL DAN
FAN AR AR ] SATU PINTU
ETAN

/S.So0s, M.Si

\F;élbina Tingkat I
NIP. 19671224 198809 2 001
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Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2019-2023
Tujuan Sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
LT IR e Baseline Kor}disi DR O Unit Kerja Perangkat
Program dan Kegiatan Sasaran, Program(outcome) dan 2018 2021 2022 periode Renstra Perangkat Daerah Pe;an ung'awah Lokasi
Kegiatan (output) ( ) Daerah ggungl
Target Rp. Target b Target Rp. Target Rp. Target b Target Rp.

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8) -9 (10)} -11 (12)] -13 (14), -15 (16) -17 (18) -19 -20
Meni a Meni a 1.1.1 Prog; Peningkatan P: i dan Cakupan potensi yang 80 83 85 720.000.000| 87 730.000.000| 88 840.000.000 90 840.000.000 90 3.690.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
investasi yang lisasi i i Kerjasama Investasi dipromosikan. || % 560.000.000 DAN PELAYANAN TERPADU
berdaya saing. SATU PINTU

1.1.1.1 | Penyelenggaraan pameran investasi Jumlah pameran investasi. | | 8 8 9 500.000.000, 10 600.000.000, 11 700.000.000, 10 600.000.000 48 2.850.000.000{ DINAS PENANAMAN MODAL
Kegiatan 450.000.000 DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
1.1.1.2 | Koordinasi perencanaan dan Jumlah dokumen perencanaan dan 0 0 - 1 100.000.000 0 E 0 E 1 100.000.000 2 200.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
pengembangan penanaman modal pengembangan penanaman modal. DAN PELAYANAN TERPADU
| | Dokuﬁn S_ATU PINTU
1.1.1.3 | Peningkatan kegiatan pemantauan, Jumlah dokumen pengendalian 12 12 10.000.000; 12 20.000.000f 12 30.000.000f 12 40.000.000f 12 40.000.000 60 140.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
pembinaan dan pengawasan penanaman modal. | | Dokumen DAN PELAYANAN TERPADU
pelaksanaan penanaman modal SATU PINTU
1.1.1.4 | Peningkatan koordinasi dan kerjasama | Jumlah kerjasama yang 2 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 10 500.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
di bidang penanaman modal dengan ditindaklanjuti. | | Kegiatan 100.000.000 DAN PELAYANAN TERPADU
instansi pemerintah dan dunia usaha SATU PINTU
1.1.2 Prog; Peningkatan Iklim I i | Prosentase kebijakan peningkatan 60 65 80.000.000, 70 350.000.000| 75 150.000.000{ 77 300.000.000| 80 350.000.000 80 1.230.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
dan Realisasi Investasi iklim investasi yang disusun || % DAN PELAYANAN TERPADU
| SATU PINTU
1.1.2.1 |Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) |Jumlah dokumen cetak biru 1 0 E 1 200.000.000 0 E 1 150.000.000 1 200.000.000 3 550.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
pengembangan penanaman modal penanaman modal yang disusun. DAN PELAYANAN TERPADU
| | Dokuﬁn S_ATU PINTU
1.1.2.2 |Kajian kebijakan penanaman modal Jumlah dokumen kajian 1 1 50.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 9 450.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL!
penanaman modal. | | Dokumen DAN PELAYANAN TERPADU
|SATILPINTIL
1.1.2.3 [Rakor dan Sosialisasi Penanaman Jumlah peserta rakor. || Orang 50 60 30.000.000, 100 50.000.000, 100 50.000.000, 100 50.000.000, 100 50.000.000 460 230.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
Modal, Investasi dan Kerjasama antar DAN PELAYANAN TERPADU
Daerah SATU PINTU
1.1.3 Prog pembi dan peng: Prosentase pembinaan dan 0 0 -l 80 20.000.000, 80 20.000.000, 80 20.000.000, 80 25.000.000 80 85.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
bidang pertambangan pengawasan bidang pertambangan. DAN PELAYANAN TERPADU
LY ATILPINTLL
1.1.3.1 | Monitoring dan pengendalian kegiatan |Jumlah monitoring yang 0 0 - 12 20.000.000f 12 20.000.000f 12 20.000.000f 12 25.000.000 48 85.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
penambangan bahan galian C dilaksanakan. | | Kegiatan DAN PELAYANAN TERPADU
ATILPINTLL
Meningkatnya 1.2.1 Prog; Peningkatan Pelay Prosentase pelayanan yang sesuai 100 100 100 | #### #| 100 | #### #| 100 | #### #| 100 1,720,000,000 100 6,530,000,000/ DINAS PENANAMAN MODAL
kualitas pelayanan Terpadu Satu Pintu Standar Operasional Prosedur. || 500.000.000 DAN PELAYANAN TERPADU
terpadu satu pintu % SATU PINTU
vang prima.
1.2.1.1 |Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan |Jumlah dokumen perizinan dan 3000 3000 3500 500.000.000] 3600 500.000.000] 4000 600.000.000] 4000 600.000.000 18100 2.500.000.000/ DINAS PENANAMAN MODAL
dan Non Perizinan nonperizinan yang diterbitkan. || 300.000.000 DAN PELAYANAN TERPADU
Dokumen ATILPINTLL
1.2.1.2 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen hasil monitoring, 12 24 24 120.000.000, 24 120.000.000, 24 120.000.000, 24 120.000.000 120 580.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
evaluasi dan pelaporan. | | 100.000.000 DAN PELAYANAN TERPADU
Dokumen ATILPINTLL
1.2.1.3 |Penyelenggaraan Forum Komunikasi |Jumlah anggota forum komunikasi (0] 30 40.000.000; 30 50.000.000; 40 60.000.000; 40 60.000.000, 40 70.000.000 180 280.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
PTSP PTSP. || Orang DAN PELAYANAN TERPADU
ATILPINTLL
1.2.1.4 |Penyederhanaan Prosedur Perijinan Jumlah dokumen penyederhanaan 0 0 E 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 8 200.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
dan Peningkatan Pelayanan prosedur dan peningkatan DAN PELAYANAN TERPADU
nelavanan._ Ll Dokumen ATILPINTLL
1.2.1.5 |Penguatan Mutu Pelayanan Publik Jumlah kegiatan penguatan mutu 1 1 60.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 5 370.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
pelayanan. | | Kegiatan DAN PELAYANAN TERPADU
S_ATU PINTU
1.2.1.6 |Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Prosentase pelayanan publik yang 0 0 - 80 500,000,000, 90 600,000,000, 95 700,000,000, 100 800,000,000 100 2,600,000,000 DINAS PENANAMAN MODAL
diintegrasikan. II Persen DAN PELAYANAN TERPADU
S_ATU PINTU
1.2.2 Prog; F b Datab Prosentase data dan informasi yang 80 83 85 540.000.000| 87 590.000.000| 90 600.000.000| 95 650.000.000 95 2.790.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
dan Informasi dikembangkan. || % 410.000.000 DAN PELAYANAN TERPADU
ATILPINTLL
1.2.2.1 |Pengelolaan Data Penanaman Modal |Jumlah data yang dikelola. | | 0 8 10.000.000; 10 20.000.000; 10 20.000.000; 10 20.000.000, 10 20.000.000 48 90.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
Perizinan dan Non Perizinan Dokumen DAN PELAYANAN TERPADU
ATILPINTLL
1.2.2.2 | Pengembangan Sistem Informasi Jumlah sistem informasi yang 2 2 3 200.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000 14 1.050.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
dikembangkan. || Aplikasi 100.000.000 DAN PELAYANAN TERPADU
ATILPINTLL
1.2.2.3 |Pembangunan Tempat Reklame Jumlah tempat reklame yang 5 5 5 120.000.000 5 120.000.000 5 130.000.000 5 130.000.000 25 600.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
dibangun. || Unit 100.000.000 DAN PELAYANAN TERPADU
ATILPINTLL




1.2.2.4 |Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Jumlah publikasi dan sosialisasi. 8 8 8 200.000.000 8 200.000.000 8 200.000.000 8 250.000.000 40 1.050.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
Investasi | | Kali 200.000.000 DAN PELAYANAN TERPADU
ATU PINTU
1.2.3 Program mengintensifkan persentase pengaduan masyarakat 100 100 10.000.000; 100 20.000.000f 100 20.000.000f 100 30.000.000{ 100 30.000.000 100 110.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL
P P d yarakat |yang tertangani. || % DAN PELAYANAN TERPADU
S_ATU PINTU
1.2.3.1 |Pembentukan unit khusus Prosentase pengaduan masyarakat 100 100 10.000.000/ 100 20.000.000, 100 20.000.000, 100 30.000.000, 100 30.000.000 100 110.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL
penanganan pengaduan masyarakat |yang ditindaklanjuti. || % DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Meningkatnya 1.1.1 Prog Pelay Admini i Indeks kepuasan masyarakat | | 77 78 79 900.000.000, 81 1.040.000.000; 82 1.190.000.000; 83 1.240.000.000 83 5.075.000.000{ DINAS PENANAMAN MODAL
kelancaran Perkantoran Angka 705.000.000 DAN PELAYANAN TERPADU
pelaksanaan tugas SATU PINTU
pokok dan fungsi.
1.1.1.1 |Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam Jumlah perjalanan dinas yang 50 50 55 270.000.000, 58 300.000.000, 60 350.000.000, 63 400.000.000 286 1.550.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
dan Luar Daerah dilaksanakan. || Kali 230.000.000 DAN PELAYANAN TERPADU
ATILPINTLL
1.1.1.2 | Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah dokumen Survey Kepuasan 1 1 25.000.000 1 30.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 5 175.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL
Masyarakat. | | Dokumen DAN PELAYANAN TERPADU
ATILPINTLL
1.1.1.3 | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Jumlah penyediaan jasa dan 12 12 12 600.000.000, 12 700.000.000, 12 800.000.000, 12 800.000.000 60 3.350.000.000{ DINAS PENANAMAN MODAL
Administrasi Perkantoran pelayanan administrasi 450.000.000 DAN PELAYANAN TERPADU
nerkantoran_ || Rulan ATILPINTLL
2.1.2 Prog; Peningkat: dan persentase sarana dan prasarana 80 82 85 1.330.000.000, 87 760.000.000| 88 800.000.000] 90 415.000.000 90 3.995.000.000/ DINAS PENANAMAN MODAL
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi | | % 690.000.000 DAN PELAYANAN TERPADU
ATILPINTLL
2.1.2.1 |Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan 0 0 E 4 100.000.000 1 350.000.000 4 120.000.000 0 E 9 570.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL!
dinas/operasional dinas/operasional hasil pengadaan. DAN PELAYANAN TERPADU
LI Init ATILPINTLL
2.1.2.2 | Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang 1 0 - 1 600.000.000 0 E 1 300.000.000 0 - 2 900.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
dibangun. | | Unit DAN PELAYANAN TERPADU
ATILPINTLL
2.1.2.3 | Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor hasil 47 50 50 400.000.000, 20 150.000.000, 15 120.000.000; 15 130.000.000 150 1.200.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
pengadaan. || Unit 400.000.000 DAN PELAYANAN TERPADU
ATILPINTLL
2.1.2.4 |Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan 3 2 1 80.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 120.000.000 6 550.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL!
Kantor gedung kantor. | | Kali 150.000.000 DAN PELAYANAN TERPADU
ATILPINTLL
2.1.2.5 |Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Jumlah pemeliharaan 12 12 60.000.000] 12 70.000.000f 12 70.000.000f 12 70.000.000f 12 75.000.000 60 345.000.000  DINAS PENANAMAN MODAL!
perlengkapan kantor. || Kali DAN PELAYANAN TERPADU
S_ATU PINTU
2.1.2.6 | Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah pemeliharaan kendaraan 12 11 80.000.000; 15 80.000.000; 16 90.000.000, 19 90.000.000, 20 90.000.000 81 430.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL!
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional. | | Kali DAN PELAYANAN TERPADU
| SATU PINTU
3.1.3 Prog; peningkat persentase aparatur yang 100 100 30.000.000; 100 40.000.000; 100 40.000.000; 100 30.000.000; 100 30.000.000 100 170.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL
y o mendapatkan pakaian dinas | | % DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
3.1.3.1 |Pengadaan pakaian khusus hari-hari |[Jumlah pakaian khusus hasil 40 40 30.000.000; 40 40.000.000; 40 40.000.000; 40 30.000.000, 40 30.000.000 200 170.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
tertentu pengadaan. || Stel DAN PELAYANAN TERPADU
S_ATU PINTU
4.1.4 Prog; Peningkatan K persentase aparatur yang memiliki 20 25 60.000.000, 30 65.000.000, 35 70.000.000, 40 80.000.000, 50 90.000.000 50 365.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL!
Sumber Daya Aparatur sertifikat kompetensi. || % DAN PELAYANAN TERPADU
S_ATU PINTU
4.1.4.1 |Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti 5 10 30.000.000; 10 35.000.000; 10 40.000.000; 10 40.000.000, 15 50.000.000 55 195.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
pendidikan dan pelatihan. || DAN PELAYANAN TERPADU
Orang SATU PINTU
4.1.4.2 |Bimbingan teknis implementasi Jumlah peserta bimbingan teknis. (0] 40 30.000.000; 40 30.000.000; 40 30.000.000; 40 40.000.000; 40 40.000.000 200 170.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL
peraturan perundang-undangan | | Orang DAN PELAYANAN TERPADU
S_ATU PINTU
5.1.5 Prog; Peningkatan P persentase penyelesaian dokumen 100 100 40.000.000; 100 50.000.000; 100 50.000.000; 100 290.000.000, 100 70.000.000 100 500.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
Laporan Kinerja dan Keuangan perencanaan serta pelaporan DAN PELAYANAN TERPADU
Perangkat Daerah kinerja dan keuangan tepat waktu. ATU PINTU
5.1.5.1 | Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen laporan 2 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 250.000.000 2 30.000.000 10 340.000.000| DINAS PENANAMAN MODAL
Perangkat Daerah keuangan yang disusun. | | DAN PELAYANAN TERPADU
Dokumen SATU PINTU
5.1.5.2 |Penyusunan Dokumen Perencanaan, |Jumlah dokumen perencanaan, 5 5 20.000.000 5 30.000.000 5 30.000.000 5 40.000.000 5 40.000.000 25 160.000.000/ DINAS PENANAMAN MODAL
Penganggaran dan Capaian Kinerja penganggaran dan capaian kinerja DAN PELAYANAN TERPADU
Perangkat daerah Perangkat Daerah yang disusun. | | SATU PINTU
nal
IT 3.085.000.000 5,325,000,000 4,880,000,000 5,7_90,000,000 5,460,000,000 24,540,000,000 DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




